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JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk
manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap
orang yang menjadi peserta JKN



PELAYANAN KESEHATAN JKN
Peserta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan

Manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta dalam 
bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh 
(komprehensif) berdasarkan kebutuhan medis yang 
diperlukan



Landasan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

UU No. 40 Tahun 2004 
Tentang SJSN

Jaminan Kesehatan diselenggarakan dengan tujuan agar 
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan
dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar

kesehatan

Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional
berdasarkan asuransi social dan prinsip ekuitas

UU No. 36  Tahun 2009 
Tentang Kesehatan

Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh
pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan

terjangkau

BPJS menyelenggarakan SJSN UU No. 24 Tahun 2011 
Tentang BPJS

Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan
jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan

sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan



Area Perbaikan Kebijakan JKN:

Area Perbaikan

Perluasan Kepesertaan

Kolektabilitas Iuran

Akses, Kendali Mutu dan Kendali Biaya

Prosedur Layanan

Perbaikan Sistem Pembayaran

Manajemen Klaim

Pendanaan Program

Kebijakan :

1. Peraturan Pemerintah tentang
Pengelolaan Aset Dana Jaminan Sosial
Kesehatan (PP No. 53 Tahun 2018)

2. Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018 
tentang Jaminan Kesehatan

3. Revisi Permenkes, Per BPJS Kesehatan, 
Permenkeu dll



Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
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Sumber : BPJS Kesehatan



Pemanfaatan (Kunjungan) dalam JKN
2014
( Laporan
Audited Des)

2015
(Laporan
Audited Des)

2016
(Laporan Non 
Audited Des)

2017 
(Laporan Bulanan BPJS 
Sampai dengan Bulan
Desember)

2018
( Laporan Bulanan
BPJS Kesehatan
sampai Bulan
Desember)

Kunjungan di FKTP 
(Puskesmas, Dokter
Praktek Perorangan/ 
Klinik Pratama)

66,8 juta 100,6 juta 134,9 juta 146,5 juta 147,4 juta

Kunjungan di Poliklinik
Rawat jalan RS

21,3 juta 39,8 Juta 50,4 Juta 64,43 juta 76,7 juta

Kunjungan Rawat Inap
RS

4,2 juta 6,3 juta 7,6 Juta 8,72 juta 9,65 juta

Total Pemanfaatan 92,3 juta 146,7 Juta 192,9 Juta 219.6 juta 233,75 juta

Sumber : BPJS Kesehatan
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FKTP RITL

RJTL promotif preventif

Proporsi Biaya Pelayanan Kesehatan dalam JKN

Total 57 T Total 67.2 T Total 84.4 T Total 94.29 T

Biaya Pelayanan Kesehatan dalam JKN meningkat setiap tahunnya dan 70%-80% dari biaya tersebut di gunakan pada 
Pelayanan Kesehatan di FKRTL

Sumber : BPJS Kesehatan



Trend Peningkatan Biaya Pelayanan 
Katastrofik dalam JKN

Dari tahun 2016 sampai tahun 2018 terlihat peningkatan biaya pelayanan katastrofik dalam JKN. Biaya pelauanan 
katastrofik mencapai 20% dari total biaya pelayanan kesehatan. Penyakit katastrofik dapat dicegah sejak dini dengan 

penguatan upaya promotive preventif termasuk deteksi dini dan skrining. 

% dari Biaya
Pelayanan

24,12 % 21,81 % 21,64 %

Sumber : BPJS Kesehatan



PERPRES 82 TAHUN 2018 
tentang

JAMINAN KESEHATAN



MANFAAT YANG TIDAK DIJAMIN



MANFAAT YANG TIDAK DIJAMIN



UU 31/2014
tentang

Perubahan Atas UU 13/2006 
tentang Perlindungan Saksi

dan Korban





Sumber Pembiayaan Kesehatan

Pemerintah

(Minimal 5% dari APBN diluar
Gaji)

Pemerintah Daerah

(Minimal 10% dari APBD di luar
gaji)

Swasta
Sumber

Lain

Diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Anggaran kesehatan APBN dan APBD

Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan yang 
berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan

termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya
pembangunan kesehatan dan  meningkatkan derajat kesehatan masyarakat



16

PEMBIAYAAN KESEHATAN

PBI

JAMKESDA

Maskin & 

Tdk mampu
Mampu

UU No.40/2004, SJSNT.JWB 
NEGARAOPERASIONAL PROG

MASY LUAS
(PRVENTIF, PROMOTIF)

PEMERINTAH

BOK, DTPK & BIAKES 

PROGRAM LAINNYA (KIA, 

GIZI, P2PL, DLL)

JKN/KIS

UU No.24/2011, BPJS

PRIVATE GOODSPUBLIC GOODS

UPAYA KES 

MASYARAKAT 

(UKM)

INDIVIDU SEHAT 

& BERSIFAT 

PENCEGAHAN

UPAYA KES 

PERORANGAN (UKP)

INDIVIDU 

SAKIT

HULU HILIR



PEMBIAYAAN UNTUK PERAWATAN KORBAN

1. Tidak lagi dijamin oleh program JKN

2. Perlu sumber pembiayaan lain

3. Dianggarakan oleh instansi yang berwenang



PEMBIAYAAN PROGRAM
1. Merupakan kewajiban pemerintah

2. Dianggarkan melalui APBN/APBD

3. Diluar sistem Jaminan Kesehatan

Contoh:
◦Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan perawatan

kesehatan di PKM oleh tenaga terlatih KtA/P
◦Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan perawatan

kesehatan di RS oleh tenaga terlatih KtA/P



ALTERNATIVE SOLUSI
1. Mendorong pembiayaan yang adekuat kepada Lembaga yang 

bertanggungjawab

2. Pembiayaan oleh Pemerintah Daerah 

3. Mekanisme jaminan diluar JKN

4. Perubahan regulasi agar Korban Kekerasan, TPPO, dan Terorisme 
yang tidak masuk dalam LPSK dibiayai oleh JKN 



KESIMPULAN

1. Layanan Korban Kekerasan, TPPO, dan Terorisme 
tidak lagi dijamin dalam sistem JKN 

2. Perlu dicari sumber pembiayaan lainnya

3. Pembagian kewenangan untuk UKP dan UKM

4. Komitmen Pemerintah dalam program Layanan 
Korban Kekerasan, TPPO, dan Terorisme 

5. Ketersediaan anggaran untuk program  



Terima Kasih

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Kementerian Kesehatan
Lantai 14, gedung Prof Suyudi
Jl. HR Rasuna Said Blok X 5 Kavling 4-9 
Jakarta 12950
email : ppjkkemenkesri@gmail.com


